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Abstrak. Peralihan ke sumber daya alam yang bisa diperbarui kini
menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Indonesia.
Motivasi ini datang dari berbagai sumber: perubahan iklim yang semakin
jelas terasa, persediaan energi fosil yang semakin berkurang, serta
komitmen dunia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Indonesia benar-benar memiliki potensi yang sangat besar, tetapi proses
peralihan ini tidak bisa dianggap hanya sebagai masalah teknologi
semata. Yang tidak kalah penting adalah pengelolaannya, yaitu siapa
yang memiliki wewenang mengurus, bagaimana kebijakan diatur
bersama, serta bagaimana manfaat dan risikonya didistribusikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara pengelolaan transisi
sumber daya alam terbarukan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan
utamanya, serta menentukan arah pengembangan pengelolaan yang
lebih berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku
referensi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan
menganalisis peraturan, artikel ilmiah, dan laporan dari lembaga yang
relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan transisi masih
menghadapi masalah tumpang tindih dalam wewenang, aturan yang
belum jelas, keterbatasan dana, ketergantungan yang masih tinggi pada
energi fosil, serta partisipasi dan keadilan bagi masyarakat yang terkena
dampak masih kurang memadai. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola
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harus didasarkan pada kerja sama antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan, kepastian hukum, pendanaan yang kreatif, partisipasi
masyarakat yang berarti, serta penerapan prinsip transisi yang adil.

Kata kunci: Pengelolaan, peralihan energi, sumber daya alam yang bisa
diperbarui, pembangunan yang berkelanjutan, keadilan dalam
penggunaan energi.

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam telah lama menjadi pendapatan utama bagi perekonomian Indonesia,
baik sebagai penghasil pendapatan negara, penggerak industri, maupun penopang kehidupan
masyarakat di berbagai wilayah. Namun, cara penggunaannya hingga saat ini masih sangat
tergantung pada sumber daya yang tidak bisa diperbarui seperti batu bara, minyak, dan gas.
Ketergantungan ini memiliki biaya lingkungan yang cukup besar. Pembakaran bahan bakar fosil
mengakibatkan keluarnya banyak gas rumah kaca ke udara, dan gas ini turut memperburuk
perubahan iklim.Dampak dari perubahan iklim ini semakin terasa pada lingkungan sekitar serta
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Indonesia sudah berkomitmen untuk
bersalah pada Perjanjian Paris dan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama
tujuan tentang energi yang bersih dan terjangkau. Komitmen itu bukan hanya sekadar
pernyataan politik, tetapi juga membutuhkan perubahan bertahap dari cara lama menuju
penggunaan sumber daya alam terbarukan, seperti energi surya, air, panas bumi, angin, dan
energi bio.

Potensi sumber daya alam terbarukan di Indonesia sebenarnya cukup besar, karena
kondisi geografis dan letak sumber daya yang beragam terdapat di berbagai wilayah. Meski
begitu, kontribusinya terhadap bauran energi nasional masih jauh dari target yang sudah
ditentukan dalam kebijakan tersebut. Kesenjangan antara kemampuan yang ada dan hasil yang
dicapai sering dijelaskan sebagai persoalan soal biaya dan teknologi, seolah-olah perubahan itu
akan terjadi sendirinya jika teknologinya sudah cukup murah dan berkualitas. Padahal,
penelitian-penelitian mengenai transisi energi menunjukkan bahwa perubahan sistem energi
tidak hanya soal hal teknis saja. la adalah proses yang melibatkan aspek sosial dan teknis, yang
dibentuk oleh lembaga-lembaga, kebijakan, serta hubungan kekuasaan antar para pihak yang
terlibat di dalamnya. Dari sini jelas bahwa cara mengelola (governance) menjadi hal yang
menentukan apakah transisi itu berhasil atau tidak: siapa yang berwenang, bagaimana
keputusan diambil dan diselaraskan, serta bagaimana keuntungan dan risiko didistribusikan
kepada berbagai pihak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan
utama. Pertama, bagaimana bentuk kerangka tata kelola transisi sumber daya alam terbarukan
di Indonesia. Kedua, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut. Ketiga,
bagaimana cara meningkatkan daya dukungnya agar transisi ini benar-benar bisa mendukung
pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya mengganti jenis bahan bakar yang digunakan.

2. KAJIAN TEORITIS
2.1. SDA Terbarukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya yang bisa pulih secara
alami dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, asalkan dikelola dengan tepat.Contohnya
adalah sinar matahari, aliran air, panas bumi, angin, serta biomassa. (Samudra 2025) Menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, energi baru adalah energi yang berasal
dari teknologi yang belum banyak digunakan, seperti hidrogen dan energi nuklir, sedangkan
energi terbarukan berasal dari sumber yang bisa dipertahankan jika dikelola dengan baik (Huda
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2023).Berbagai jenis energi tersebut dijelaskan sebagai berbagai pilihan teknologi yang bisa
disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Pembangunan berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan orang sekarang tanpa
mengurangi kesempatan orang di masa depan.(Alisjahbana dan Murniningtyas 2018) Tujuan
pembangunan berkelanjutan atau SDGs didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial,
dan lingkungan.Ketiga pilar ini didukung oleh pilar lainnya yang berupa tata kelola yang baik
dan prinsip bahwa tidak ada satu pun orang yang tertinggal. Pandangan ini sesuai dengan
pendapat yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus seimbang antara
efisiensi ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan ekosistem(Rahmadani dan Misbahuddin
2024). Dalam kerangka tersebut, sumber daya alam terbarukan terkait langsung dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-7 yang berfokus pada energi bersih dan terjangkau, SDGs
ke-12 yang menyangkut konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab, serta SDGs ke-13
yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim(Supriani, Oktaviyanthi, dan Suherman
2024).

2.2. Tata Kelola Sumber Daya Bersama

Tata kelola dalam konteks ini berarti cara sistem kelembagaan, kebijakan, dan proses
pengambilan keputusan mengatur pengelolaan sumber daya.Prinsip tata kelola lingkungan yang
baik terdiri dari tujuh aspek, yaitu penerapan hukum yang berlaku, partisipasi dan representasi
masyarakat, akses terhadap informasi, transparansi serta tanggung jawab, pemberdayaan
daerah melalui desentralisasi, peran serta kinerja lembaga dan institusi, serta kesetaraan akses
terhadap keadilan. Ketujuh unsur ini menjadi alat yang berguna untuk mengevaluasi apakah
kebijakan transisi tersebut benar-benar berjalan dengan baik, bukan hanya apakah targetnya
tertulis di dokumen saja. Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam terbarukan tidak
harus selalu dilakukan secara sentral.Contohnya, pengelolaan energi terbarukan berbasis
komunitas seperti mikrohidro, panel surya bersama, dan biomassa skala kecil bisa memperkuat
kemandirian energi serta ekonomi di tingkat lokal. Proyek yang dikerjakan secara bersama-
sama cenderung lebih tahan lama dibandingkan proyek yang diambil keputusannya dari
atas.Memperhatikan pendekatan berbasis komunitas efektif dalam menjaga keberlanjutan
karena meningkatkan perasaan memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang
dikelola.

2.3. Teori Transisi dan Keadilan Energi

Perubahan energi adalah proses menggeser sistem energi yang tadinya bergantung pada
bahan bakar fosil ke sistem yang lebih rendah emisi karbon, adil, dan bisa terus berkelanjutan
(Azizi dan Diki Surya Irawan 2025).Perubahan ini mencakup berbagai aspek seperti teknis,
ekonomi, sosial, dan kelembagaan.Penulis menggunakan kerangka trilema energi dari World
Energy Council, yaitu keamanan energi, keadilan dalam energi, dan keberlanjutan lingkungan,
untuk menunjukkan bahwa ketiga tujuan tersebut biasanya saling berkaitan dan memengaruhi
satu sama lain. Pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 128 negara yang
dinilai, yang menunjukkan bahwa memenuhi ketiganya masih menjadi tantangan
besar(Wardhana dan Wening Hapsari Marifatullah 2020). Dimensi keadilan merupakan bagian
yang sangat penting.Pembiayaan transisi harus memperhatikan kelompok-kelompok yang
terkena dampaknya, seperti pekerja dan masyarakat di sekitar sektor energi fosil (M. Putri dan
Imelda 2023).Juga dikatakan bahwa perubahan dalam bauran energi selalu membawa
konsekuensi terhadap distribusi manfaat: siapa yang bertanggung jawab atas biaya, siapa yang
mendapatkan manfaat, serta bagaimana risiko dibagi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat. Oleh karena itu, transisi lebih tepat diartikan sebagai proses yang melibatkan
aspek ekonomi dan politik, bukan hanya pergantian teknologi saja(Nugroho dan Amrizal 2026).
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2.4, Kerangka Regulasi Indonesia

Kerangka hukum mengenai sumber daya alam yang baru di Indonesia terdiri dari
beberapa aturan yang berlapis. Di tingkat peraturan undang-undang terdapat UU Nomor 30
Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta UU
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.Ketiga undang-undang tersebut kemudian dijabarkan
lagi melalui PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres Nomor 22
Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Komitmen Indonesia secara internasional
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang menerima Perjanjian Paris, dengan
target mengurangi emisi sebesar 29 persen tanpa bantuan dari luar negeri dan 41 persen jika
ada bantuan internasional pada tahun 2030. Regulasi terbaru meliputi Peraturan Pemerintah
Nomor 112 Tahun 2022 mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk
memenuhi kebutuhan listrik, serta peraturan mengenai nilai ekonomi karbon seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 (Eniya Listiani Dewi 2024).

Selain aturan di sektor energi, kegiatan pengembangan energi terbarukan juga mengikuti
kerangka hukum lingkungan dan konstitusi.Salah satu dasar utama kebijakan lingkungan adalah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang mengatur enam tahapan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Aturan turunannya, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mewajibkan setiap usaha yang bisa memengaruhi
lingkungan secara signifikan untuk memiliki izin lingkungan sebagai persyaratan mendapatkan
izin usaha, sehingga proyek pembangkit energi terbarukan pun harus memenuhi aturan
tersebut. Dari segi konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai
oleh negara dan digunakan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat, sehingga pengelolaan
sumber daya alam yang dapat diperbarui harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Untuk mendorong investasi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memberikan
berbagai insentif, baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal.Insentif fiskal mencakup
pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk untuk komponen pembangkit, serta
pengurangan pajak bumi dan bangunan(Lubis, Saputra, dan Khotami 2025), Sementara insentif
non-fiskal meliputi kemudahan dalam proses perizinan dan pengadaan. Meski begitu, penerapan
kebijakan masih menghadapi hambatan seperti konflik penggunaan lahan, rusaknya lingkungan,
serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum cukup baik, sehingga manfaat
insentif tersebut harus diawasi dengan mempermudah prosedur birokrasi dan meningkatkan
jaminan investasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kerangka kebijakan
dan lembaga-lembaga pendukung transisi sumber daya alam terbarukan, sehingga tidak
memerlukan pengumpulan data primer. Semua data yang digunakan berasal dari sumber
sekunder yang meliputi 21 referensi, seperti buku, bab buku, artikel jurnal nasional, karya tulis
kerja, laporan, makalah kebijakan dari lembaga terkait, Pengumpulan data dilakukan dengan
cara mencari, membaca, dan mencatat bagian-bagian dari referensi yang berkaitan dengan tiga
pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu mengurangi data,
menampilkan data, dan membuat kesimpulan. Pada tahap reduksi, temuan dibagi menjadi tiga
tema yaitu kerangka tata kelola, tantangan tata kelola, dan arah penguatan tata kelola. Prinsip
pemerintahan lingkungan yang baik dan kerangka keadilan transisi digunakan sebagai alat untuk
menganalisis setiap tema. Untuk memastikan data yang digunakan benar dan dapat dipercaya,
dilakukan pengecekan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda,
seperti artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan dari lembaga tertentu.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Tata Kelola di Indonesia

Tata kelola transisi sumber daya alam terbarukan di Indonesia didasarkan pada target
kuantitatif yang cukup jelas. Kebijakan Energi Nasional menetapkan bahwa energi baru dan
terbarukan harus menyumbang minimal 23 % pada tahun 2025 dan 31 % pada tahun 2050.Selain
itu, komitmen jangka panjang pemerintah juga menargetkan pencapaian emisi nol bersih pada
tahun 2060. NDC yang ditingkatkan bahkan menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89
% secara mandiri dan 43,20 % dengan bantuan internasional. Dari segi potensi, Indonesia
memiliki sekitar 3.686 GW energi terbarukan, namun penggunaannya saat ini baru mencapai
sekitar 12,54GW(Nanda dan Sagena 2025), seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia

Jenis energi Potensi (GW) Pemanfaatan (GW)
Surya 3.295 0,27
Hidro 95 6,69
Bioenergi 57 3,09
Bayu (angin) 155 0,15
Panas bumi 24 2,34
Laut 60 0
Total 3.686 12,54

Perbedaan antara kemampuan dan penggunaan energi terlihat dari komposisi
energi.Persentase energi terbarukan naik perlahan dari 11,1 persen pada 2019 menjadi sekitar
13,4 persen pada 2024, sementara batu bara justru meningkat dari sekitar 35 persen menjadi
lebih dari 42 persen.Pada 2023, energi fosil masih menyumbang 86,83 persen dari komposisi
energi primer nasional. Artinya, target 23 persen pada tahun 2025 sulit dicapai, dan proses
perubahan yang terjadi sampai saat ini lebih lambat daripada perubahan yang besar dan
mendalam. Dari segi instansi, pemerintah sudah menyediakan alat-alat perencanaan yang
bertingkat. Rencana Umum Energi Nasional diuraikan menjadi Rencana Umum Energi Daerah
(RUED).Sampai Juni 2023, 30 dari 34 provinsi sudah menetapkan RUED(Muhammadi et al.
2026).Di tingkat provinsi, contohnya RUED Nusa Tenggara Barat menargetkan 30 persen dari
bauran energi terbarukan pada 2030.Namun, kapasitas PLTS yang terpasang di provinsi tersebut
hanya sekitar 10,4 MW pada tahun 2023(Riang et al. 2025). Dalam bidang listrik, rencana
penyediaan listrik ditulis dalam RUPTL. Pemerintah juga sedang membuat undang-undang
tentang energi baru dan energi terbarukan sebagai dasar hukum yang lebih lengkap. Di tingkat
praktik, proyek percontohan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya Cirata di Jawa Barat
dengan kapasitas hingga 192 MWp serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya 50 MW di Ibu Kota
Nusantara menunjukkan bahwa kerangka tersebut mulai menghasilkan infrastruktur yang nyata.

Tantangan Tata Kelola

Tantangan pertama adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi
antar lembaga.Gejala authority trap, yaitu adanya tumpang tindih peran antara lembaga pusat
dan daerah. Contohnya, koperasi mikrohidro yang dimiliki oleh warga di Kabupaten Subang
tidak bisa berjalan lebih lanjut ketika PLN memperluas jaringan listriknya. di Kabupaten
Merauke, yaitu pelaksanaan kebijakan energi hijau masih kurang baik karena koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah yang buruk serta insentif bagi investor yang tidak memadai
kurangnya kerja sama antarlembaga dan lemahnya penegakan hukum lingkungan menghalangi
pencapaian target SDGs (Haya Zen, Mageiasti, dan Yulhendri 2025).Selain itu, ditemukan bahwa
tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah serta koordinasi antarlembaga yang tidak
baik menjadi hambatan utama dalam menerapkan kebijakan energi terbarukan.
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Tantangan kedua adalah regulasi yang masih bersifat tersebar dan belum memberi
kepastian.Pencarian aturan mengenai energi terbarukan masih terbatas pada beberapa sektor
dan undang-undang tertentu, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih menyeluruh.Kondisi
ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu regulasi yang belum menjadi dasar hukum
yang kuat serta adanya ketidaksesuaian dengan peraturan lainnya. aturan yang saling tumpang
tindih, proses izin yang memakan waktu lama, serta kurangnya insentif membuat para investor
kurang berminat untuk menanamkan uangnya dalam proyek jangka panjang yang mempunyai
risiko tinggi (Satria Lam Syafi’i Simamora dan Imsar Imsar 2025).

Tantangan ketiga adalah memenuhi kebutuhan investasi Indonesia yang mencapai lebih
dari 20 miliar dolar setiap tahun untuk menjaga jalur menuju emisi nol bersih. skema
pembiayaan transisi yang adil harus dibuat agar tidak menambah beban kelompok yang rentan,
serta bahwa skema pembiayaan hijau belum sepenuhnya terpadu dalam mekanisme APBN
maupun APBD(Nurhidayanti 2025). Di tingkat komunitas, biaya awal yang mahal dan akses
terbatas terhadap pembiayaan menjadi hambatan utama.Keterbatasan pendanaan juga
dianggap sebagai penghalang yang sangat penting.Di Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan
program energi dan pengelolaan sampah mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran
daerah(Muhayatul 2025).

Tantangan keempat adalah ketergantungan pada energi fosil dan agenda industrialisasi
yang belum sejalan dengan proses transisi.Hal ini menjelaskan bahwa batu bara berperan
sebagai penstabil harga dalam sistem energi nasional, sementara hilirisasi mineral memerlukan
energi yang besar(Nugroho dan Amrizal 2026).Di sisi lain, mencatat bahwa mineral kritis yang
diperlukan untuk transisi masih besar jumlahnya diekspor dalam bentuk mentah. Di sisi lain,
perlu diingat bahwa penggunaan sumber daya alam secara tidak terkendali menghasilkan biaya
sosial dan lingkungan yang besar dalam jangka panjang, seperti hilangnya sekitar 203 ribu
hektare hutan primer setiap tahunnya.

Tantangan kelima terkait partisipasi, keadilan, dan kapasitas manusia. Ini mencakup
rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proyek strategis nasional, seperti konflik
pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, serta kesulitan mengakses data energi(Yanuarius
Konorop 2025).Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil juga menjadi isu, dan Badan
Pengembangan SDM ESDM (n.d.) menjadikan pengembangan SDM sebagai agenda kebijakan
tersendiri dalam upaya transisi menuju emisi nol bersih.

Arah Penguatan Tata Kelola

Penguatan pengelolaan dapat dimulai dengan adanya ketegasan hukum. Penerapan
aturan yang menyeluruh mengenai energi baru dan terbarukan akan memberikan dasar yang
menghubungkan berbagai ketentuan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Jepang dan Jerman
berhasil mendorong penggunaan hidrogen hijau melalui kebijakan yang konsisten, insentif
finansial, serta pembangunan infrastruktur.Selain itu, hal ini juga menekankan pentingnya
kerja sama antar lembaga pemerintah yang terpusat dan pengawasan yang fleksibel serta
responsif(Purba et al. 2025). Kedua, perlu diperkuat sinkronisasi antara pusat dan daerah.Ini
meliputi sinkronisasi RUED dengan RUPTL, mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi,
PLN, dan kementerian, serta pembentukan forum yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Pembelajaran dari daerah juga bermanfaat, seperti Jawa Tengah yang dikatakan sudah
memberikan insentif pajak dan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor energi hijau.
Ketiga, pendanaan perlu lebih kreatif dan inklusif dengan menawarkan insentif pajak,
mempermudah urusan birokrasi, serta membangun kerja sama antara pemerintah dan
swasta.Contohnya adalah memberikan kredit mikro energi, dana berputar desa, serta koperasi
energi yang bisa digunakan oleh komunitas.Selain itu, perlu dilakukan kerja sama tiga pilar
antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar inovasi bisa lebih cepat
berkembang.Dalam hal ini, penting juga untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah daerah,
sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai dasar dalam proses transisi di daerah kepulauan.
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Pendekatan yang menyatukan peran pemerintah pusat, daerah, swasta, serta masyarakat.
Keempat, keterlibatan masyarakat dan prinsip transisi yang adil harus menjadi hal utama,
bukan sekadar tambahan. Masyarakat harus terlibat sejak awal perencanaan hingga tahap
evaluasi, dan manfaat ekonomi yang diperoleh, seperti pengurangan biaya energi listrik rumah
tangga hingga 30 persen di beberapa wilayah, harus dirasakan langsung oleh warga setempat.
Kelima, investasi dalam SDM dan keterampilan hijau merupakan syarat penting agar tenaga
kerja lokal dapat memenuhi peluang di sektor ini.

Pembahasan

Hambatan utama dalam mengubah SDA menjadi energi terbarukan di Indonesia adalah
karena cara pengelolaannya, bukan karena kurangnya sumber daya yang tersedia. Potensi
sebesar 3.686 GW masih belum dimanfaatkan secara maksimal, yang menunjukkan bahwa
masalah utamanya bukan karena kekurangan energi, melainkan karena kemampuan institusi
dalam mengubah potensi tersebut menjadi pasokan energi.Hambatan terbesar tidak terletak
pada jumlah potensi, tetapi pada aspek ekonomi, regulasi, keseiapan system yang ada. Jika
dilihat dari tujuh aspek penting dalam pemerintahan lingkungan yang baik, kekurangan terbesar
terletak pada bagian partisipasi, transparansi, dan desentralisasi. Pemerintah daerah sering
hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat, meskipun kasus Subang dan Merauke
menunjukkan bahwa usaha dari tingkat daerah sering kali terhambat ketika bertabrakan dengan
wewenang lembaga yang lebih besar. Dengan demikian, desentralisasi energi harus dipahami
sebagai pembagian wewenang yang nyata, bukan hanya penyerahan tugas untuk dikerjakan.

kesembangan yang harus dikelola dengan jujur, Batu bara masih menjadi penyangga
utama untuk kebutuhan industri dan harga energi yang stabil, namun komitmen mengurangi
emisi menuntut pengurangan penggunaannya.Situasi ini bisa dianggap sebagai trilema, di mana
mempertahankan keamanan pasokan energi, menjaga biaya yang terjangkau, dan melindungi
lingkungan tidak bisa dicapai secara bersamaan tanpa kebijakan yang tegas.Diketahui bahwa
dalam tahun 2022, energi terbarukan baru menyumbang 12,3 persen, yang masih jauh dari
target 42 persen pada 2045, sehingga percepatan transisi energi harus diiringi dengan
keberanian dalam memperbaiki pengelolaan Energi (D. Putri et al. 2023). Akhirnya, cara
pengelolaan yang baik terasa paling meyakinkan di tingkat komunitas, ketika warga turut serta
dalam mengelola sumber energi mereka sendiri. Namun model ini belum bisa berkembang
dengan baik tanpa adanya regulasi yang mendukung, dana yang cukup, serta peningkatan
kapasitas, seperti yang telah ditunjukkan. Jadi, kesuksesan proses perpindahan bergantung
pada gabungan tiga hal: aturan yang jelas, sistem yang bekerja sama, serta masyarakat yang
benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaatnya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa peralihan ke sumber daya alam yang bisa
diperbarui di Indonesia sudah memiliki dasar yang cukup kuat. Tujuan sudah ditentukan, yaitu
campuran energi terbarukan minimal 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun
2050, dengan tujuan mencapai emisi bersih nol pada tahun 2060. Ada juga aturan dan
perencanaan yang dibuat, mulai dari Undang-Undang Energi, Rencana Energi Nasional, Rencana
Energi Daerah, Rencana Tata Kelola Energi, hingga Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.
Di lapangan sudah berjalan beberapa proyek, seperti PLTS Cirata di Jawa Barat dan PLTS dengan
kapasitas 50 MW di IKN. Potensinya sangat besar, sekitar 3.686 GW, namun sampai saat ini
hanya sekitar 12,54 GW yang berhasil dimanfaatkan.

Meski begitu, jalannya masih tersendat. Ada lima isu utama yang muncul dari berbagai
sumber yang dianalisis. Pertama, wewenang pusat dan daerah masih saling tumpang tindih dan
koordinasi antarlembaga belum berjalan dengan baik. Kedua, aturan mengenai energi
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terbarukan masih mencakup berbagai peraturan yang berbeda, sehingga belum memberi rasa
aman bagi para investor. Ketiga, dana masih terbatas, baik untuk proyek skala besar maupun
untuk komunitas yang ingin mengelola energinya sendiri. Keempat, masih banyak
ketergantungan pada energi fosil, terutama batu bara yang masih digunakan untuk mendukung
industri. Kelima, masyarakat yang terkena dampak belum terlibat cukup dan manfaat dari
peralihan belum dirasakan secara merata. dari peralihan belum dirasakan secara merata
Akibatnya, jumlah energi terbarukan dalam campuran energi masih kurang dari target 23 persen
pada tahun 2025, sementara energi fosil masih mendominasi dengan sekitar 86,83 persen dari
total energi primer pada tahun 2023. Masalah utamanya bukan karena sumber daya tidak cukup,
melainkan karena cara mengelolanya masih kurang terorganisir. Perbaikan harus dimulai
dengan kepastian hukum yang jelas, pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah yang
terstruktur, cara penganggaran yang bisa diakses oleh banyak pihak, masyarakat terlibat sejak
awal, serta persiapan tenaga manusia yang memadai. Dengan demikian, transisi bisa benar-
benar memperkuat pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya berhenti di target dan
dokumen saja.

Saran

Pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan regulasi energi baru dan terbarukan secara
menyeluruh agar aturan yang sudah ada dapat diintegrasikan dan memiliki dasar hukum yang
jelas. Rencana daerah (RUED) juga harus selaras dengan rencana ketenagalistrikan nasional
(RUPTL), serta diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi,
PLN, dan kementerian terkait. Selain itu, inisiatif yang dilakukan warga seperti mikrohidro desa
jangan sampai terhenti hanya karena bertabrakan dengan proyek yang lebih besar, jadi ruang
untuk energi komunitas harus tetap dijaga.

Bagi para pengusaha dan lembaga keuangan, disarankan untuk membuat skema
pembiayaan hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dan usaha kecil, seperti kredit mikro
energi, dana bergulir desa, atau koperasi energi. Kemitraan dengan pemerintah juga bisa
dipakai agar risiko investasi di awal tidak harus ditanggung sendirian. Bagi institusi pendidikan
dan masyarakat, disarankan untuk meningkatkan penelitian, pelatihan keterampilan hijau,
serta bimbingan dalam proyek energi berbasis komunitas, agar masyarakat siap mengoperasikan
dan merawat sistem energi di wilayah mereka sendiri.
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